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ABSTRAK 

Pembangunan wilayah pesisir DKI mendapat sorotan dari berbagai media 

elektronik terkait dengan kegiatan reklamasi pesisir Jakarta Utara, Gubernur 

DKI telah menerbitkan izin di pulau ini. Pemberian IMB sebagai 

pemanfaatan lahan reklamasi menyalahi aturan dan penerbitan IMB 

seharusnya menunggu selesai dua rancangan peraturan daerah (raperda) 

reklamasi, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai (RTRKS). 

Pemberian IMB menjadi masalah apabila bangunan-bangunan yang 

terlanjur dibangun tak sesuai dengan pengaturan zonasi yang ada dalam 

RZWP3K DAN RTRKS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian dalam PERDA DKI 

Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa 

jika ingin menerbitkan IMB harus sesuai dengan prosedur dan bahwa para 

Pemohon IMB di DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang 

Bangunan Gedung. IMB untuk lahan reklamasi Pulau D Gubernur DKI 

memakai aturan PERGUB No. 206 Tahun 2016 yang telah dibuat 

sebelumnya oleh Gubernur tentang PRK (Panduan Rancang Kota), Bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut, yaitu 

PERGUB No. 147 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan 

Perizinan Bangunan dan Non Perizinan Bangunan Gedung.  
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